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Sidang Kasus Dugaan Suap dengan Terdakwa Mantan Kepala BKPSDM

Eks Sekda KBB Akui Pernah Terima Uang

MARTADINATA, (GM).-

Mantan Sekda Kabupaten Bandung
Barat (KBB) yang berpasangan de-
ngan Elin Suharliah dalam Pilkada
2018, Maman Sulaiman Sunjaya, me-
ngaku pernah menerima uang Rp 260
juta dari mantan Kepala Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan (Disperin-
dag) KBB, Weti Lembanawati. Uang
itu diduga berasal dari iuran sejumlah
pejabat SKPD di lingkungan Pemkab
Bandung Barat untuk mendukung
pencalonan dan biaya kegiatan survei
elektabilitas Elin-Maman.

Hal itu terungkap dalam sidang ka-
sus dugaan suap pejabat KBB dengan
terdakwa mantan Kepala Badan Ke-
pegawaian dan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia (BKPSDM), Asep
Hikayat, yang digelar di Pengadilan

diduga membicarakan soal suksesi
pencalonan Elin-Maman.

Saat hal itu ditanyakan kepada Ma-

man maupun Elin, keduanya mem-
bantah. Maman bahkan mengaku lu- |
pa pernah terlibat hadir dalam perte-
muan itu meski digelar di rumah di-
nasnya. “Saya lupa Pak, mohon maaf. |
Ini karena saya pernah sakit stroke ta-
hun 2014. Bahkan nama keponakan
saya sendiri juga lupa,” aku Maman.
Selain pertemuan di rumah dinas
Sekda, jaksa KPK juga mengungkap
sejumlah pertemuan lainnya yang
diduga menggalang “kekuatan” untuk
memenangkan pasangan Elin-Ma-
man sebagai Bupati dan Wakil Bupati:
Bandung Barat periode 2018- -2023.

Bersambung ke hlm. 15 klm. 5

Rp 260 Juta

Tipikor Bandung, JIn. L.L.R.E. Mar-
tadinata, Rabu (11/7).

Selain Maman, sidang menghadir-
kan saksi Elin Suharliah yang juga is-
tri mantan Bupati Bandung Barat
Abubakar, Ketua KPU KBB Iing Nur-
din, PN'S KBB Yusep, dan Wempie
dari PT Indopolling Network.

“Saya pernah menerima uang, dari
siapanya saya lupa, tapi kalau tidak
salah dari Weti. Sekitar Rp 260 juta,”
ujar Maman menjawab pertanyaan
jaksa KPK apakah pernah menerima
uang suap atau tidak.

Maman mengaku tidak mengetahui
maksud pemberian uang itu. Ia pun
mengembalikan uang kepada Weti.
Namun penyerahan kembali uang itu
baru dilakukan keesokan harinya.
“Saya enggak tahu maksudnya apa,

Eks Sekda KBB
Sambungan dari hlm, 1Kim. 6
Salah satu pertemuan dxgela;' di‘ge-

oran keuan,gan dari

yang bekerjasamade-

cuma kayak-nya itu dari SKPD.
Uangnya saya kembalikan,” tambah-
nya.

Jaksa KPK kemudian menanyakan

apakah uang itu yang disebut sebagai
“dana gotong royong” dari SKPD un-
tuk menyokong amunisi Elin-Maman
bertarung di Pilkada 2018. Maman
pun langsung membantahnya. “Bu-
kan (dana gotong royong), tapi kata—

nya itu cuma bentuk perhatian saja,”
imbuhnya.

Dalam sidang, jaksa KPK menduga
uang yang diserahkan kepada Maman
memang berasal dari sejumlah SPKD
di lingkungan Pemkab Bandung Ba-
rat. Jaksa juga sempat menyinggung
soal sejumlah pertemuan di rumah
dinas Sekda, bersama dengan Bupati
Abubakar dan pejabat SPKD. Rapat

Barat, Abubakar, Kepala Disperindag
Weti Lembanawati dan Kepala Bappe-
da Adiyoto. Tiga nama terakhir masih
menjalam pemeriksaan di KPK.

- Sebagai pihak yang diduga pemberi,
~ Asep Hikayat disangkakan melanggar

* ‘Pasal 12 huruf a atau hurufb atau Pa-

~ sal11 Undang Undang tentang Pem-

- berantasan Tindak Pidana Korupsi se-
bagaimana telah diubah dengan Un-
dang Undang Nomor 20 Tahun 2001
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